
Prolegnas Dalam pembentukan
Undang Undang di Pemerintah

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



"Saya minta penataan regulasi jadi prioritas
reformasi hukum kali ini," 
(Presiden Joko Widodo, 17 Januari 2017)

“…perlu ada evaluasi atau review atas berbagai
peraturan perundang-undangan. Agar bisa
sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat
konstitusi dan kepentingan nasional.”



3

Legal Substance

Legal Culture
Legal Structure

Perundang-
undangan dan 

kegiatan legislasi 
dalam sistem 

hukum Indonesia 
menjadi sangat 
penting karena 

menjadi 
pendukung utama 

dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan



KONDISI PERATURAN DI INDONESIA

Materi

• Multitafsir

• Potensi Konflik

• Tidak operasional

Proses 
pembentukan

• Penyusunan RUU/Raperda tidak 
didahului penelitian dan pengkajian.

• Penyusunan Prolegnas/ Propemperda 
belum didasarkan pada kebutuhan.

• Penyusunan RUU (Internal, 
Antarkementerian, Harmonisasi)

• Minimnya Partisipasi masyarakat

Kelembagaan

• Egosektoral

• Egokedaerahan

kuantitas dan kualitas peraturan 

REFORMASI 

REGULASI



TIDAK ADA 
KEPASTIAN 

HUKUM

KINERJA 
PENYELENGGARA 
RENDAH

INIFISIENSI 
ANGGARAN

BEBAN
MASYARAKAT

INFESTASI 
MENURUN

LAPANGAN KERJA 
MENURUN

DAMPAK 

PERATURAN BERMASALAH
Diantaranya:

KINERJA 

PENYELENGGARA 

RENDAH



LAW MAKING

POLICY 

MAKING

ENFORCEMENT

IMPLEMENTATION

GOAL

Sumber Bappenas, APP, 2013

EVALUATION

PERATURAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Norma Hukum

Perilaku Sosiall



KAKU/TIDAK FLEXIBEL TERBATAS RUANG LINGKUP MEMBUTUHKAN WAKTU

Peraturan perundang-undanga

n tidak fleksibel. Tidak mudah

menyesuaikan peraturan perun

dang-undangan dengan perke

mbangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tidak p

ernah lengkap untuk memenuhi segala

peristiwa hukum atau tuntutan hukum,

dan ini menimbulkan apa yang lazim di

sebut sebagai kekosongan hukum atau

"rechtsvacuum".

Pembentukannya dilakukan dengan

mekanisme atau prosedur sehingga

membutuhkan waktu dan tata cara

tertentu

KELEMAHAN PERATURAN TERTULIS



Masa lalu 
yang 

terkait 
dengan 
sejarah

Masa kini 
yang 

berkaitan 
dengan 
kondisi 
obyektif 

yang terjadi 
saat ini

Masa yang 
akan datang 

sesuai dengan 
yang dicita-

citakan
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TUJUAN:
SUPAYA UNDANG-UNDANG YANG DIBENTUK TIDAK 
HANYA MEMPUNYAI DAYA LAKU TETAPI JUGA MEM

PUNYAI DAYA GUNA DI MASYARAKAT

 Pembentukan undang-undang
adalah merupakan suatu proses
yang dinamis dan akan terus
mengalami perubahan sesuai
dengan dinamika masyarakat.

 Pembentukan undang-undang
tidak boleh dilakukan berdasarkan
asumsi-asumsi dan keinginan
sepihak dari penyusunnya. Tetapi
harus memperhatikan: ASPEK
FILOSOFIS, ASPEK YURIDIS DAN
ASPEK SOSIOLOGIS.

 Pembentukan undang undang
merupakan proses yang rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan
(ilmiah)



Dasar

Hukum

Prolegnas

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

3. Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang tatatertib

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor

2 tahun 2018. (Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan

Prolegnas yang telah disepakati di Baleg).

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



1. Pemantauan dan Peninjauan   (Ditindak lanjuti dengan penyusunan Rperpres)

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-

Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan

kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: tahap

perencanaan; tahap pelaksanaan; dan tahap tindak lanjut 

Pendelegasian pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur Peraturan

Presiden. (Internal Pemerintah)

2.  Pengharmonisasian Raperda 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang

berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimungkinkannya carry over (Ditindak lanjuti pada saat persiapan penyusunan Prolegnas 2020-2024)

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki

pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada

periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan

kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR,

Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas

jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. 

4.  Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Jika belum terbentu, tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum. 

Penataan

Pembentukan PUU di 

UU 15 Tahun 2019 

Perubahan UU No. 12 

Tahun 2011



TAHAP PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perencanaan

Penyusunan

Pembahasan

Penetapan/

Pengesahan

Pengundangan

Pemantauan dan
Peninjauan



PROGRAM 
LEGISLASI 
NASIONAL

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-

undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis 

Terencana

Terpadu

Sistematis

penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja

dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan

undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum

masyarakat dan kepentingan negara.

penyusunan Prolegnas dilakukan secara

terkoordinasi, baik di internal lingkungan

Pemerintah dan DPR maupun antara

Pemerintah dan DPR

penyusunan Prolegnas

dilakukan dengan parameter

dan metode tertentu



MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS

MENTERI HUKUM DAN 
HAM

(KOORDINATOR DI
LINGKUNGAN 
PEMERINTAH)

BALEG DPR

(KOORDINATOR DI 
LINGKUNGAN DPR 

SEKALIGUS 
KOORDINATOR ANTARA
DPR, PEMERINTAH, dan 

DPD )

PANITIA PERANCANG 
UNDANG UNDANG

(KOORDINATOR DI 
LINGKUNGAN DPD)

PROLEGNAS

Ditetapkan dengan 

Keputusan DPR



Prolegnas 
Skala Prioritas program pembentukan

undang-undang yang Memuat: 

Judul RUU

Materi yang diatur

Keterkaitannya dengan 
Peraturan Perundang-

Undangan lainnya

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

peraturan perundang-undangan lainnya

merupakan keterangan mengenai konsepsi

Raperda yang meliputi:

 Latar belakang dan tujuan penyusunan

 Sasaran yang ingin diwujudkan;

 pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan

diatur; dan

 Jangakuan dan arah pengaturan

PENYUSUNAN

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

 Memahami Materi Muatan PUU

 Memahami Hierarki dan Keterkaitan

PUU

 Memahami Teori dan Asas Terkait



PENYUSUNAN PROLEGNAS

Prolegnas  
Jangka 

Menengah

(5  Tahun)

Prolegnas 

Prioritas 

Tahunan

1
• perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2
• perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3
• perintah Undang-Undang lainnya

4
• sistem perencanaan pembangunan nasional

5
• rencana pembangunan jangka panjang nasional

6
• rencana pembangunan jangka menengah

7
• rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

8 • aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

 Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa
keanggotaan DPR;

 Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan
penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan;

 Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan
Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU APBN



KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT

AE

•Existing (Pelaksanaan)

PENELITIAN

Dan

PENGKAJIAN

•Baru 

•Existing

PUTUSAN MK

•Existing (Bertentangan 
dengan konstitusi)



Menkumham

1. Menteri

PPN/Bappenas

2. Mendagri

3. Mensetneg

4. Menkeu

Prolegnas Prioritas Tahunan

(Judul RUU)

Kementerian/

LPNK 

PENYUSUNAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH

1 • sudah ada naskah akademiknya;

2
• sudah ada draft RUUnya;

3
• sudah selesai rapat antarkementerian;

4
• Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM; dan

5
• Sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden untuk RUU Non Prolegnas 

Jangka Menengah

SYARAT TEKNIS:

Kebijakan dalam 

penyusunan Prolegnas 

prioritas tahunan di 

lingkungan Pemerintah



DAFTAR KUMULATIF TERBUKA



Pengajuan RUU di Luar Prolegnas

Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.

Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu

RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg DPR dan Menkumham.



Strategi Perencanaan yang Efektif 

Dalam Penguatan Kualitas PUU

Analisis usulan RUU 

baru

Review RUU Residu 

Prolegnas 2015-2019



PELAKSANAAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH

TAHUN 2015 - 2019



PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 

TAHUN 2020 – 2024 

di Lingkungan Pemerintah

• Residu Prolegnas   
2015 -2019

• Usulan baruUsulan RUU 

Strategi yang dilakukan BPHN untuk 

persiapan Prolegnas jangka Menengah 2020-2024

• Mereview residu RUU:

• RUU dalam tahap Pembahasan di DPR (carry over)

• RUU dalam Penyusunan di internal Pemerintah

• RUU yang belum ditindaklanjuti penyusunannya yang masih memiliki urgensi 
untuk dimasukkan baik RUU prakarsa Pemerintah maupun prakarsa DPR/DPD

• Kebutuhan RPJP

• Kebutuhan RPJMN 2020 -2024

• Program kerja Pemerintah
• Aspirasi dan Kebutuhan Hukum masyarakat

• Mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi atau Era Industri 4.0 dan 
5.0

• Upaya pembenahan regulasi

Analisis kebutuhan dalam Prolegnas jangka 

menengah memperhatikan kriteria substantif 
(Psl 18 UU 12/2011) 

dan  kriteria teknis (Psl 19 UU 12/2011)

STRATEGI PENYUSUNAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2020-2024

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



RUU Dalam Pembahasan di DPR/sudah 

disampaikan Ke DPR oleh Presiden (CARRY OVER)

Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan Tingkat I

Sudah disampaikan Presiden ke DPR

(SURPRES)

RESIDU PROLEGNAS 2015 -2019

(CARRY OVER)

RUU yang telah disetujui dalam Pembicaraan Tingkat I di DPR.rtf
RUU dalam Pembicaraan Tingkat I di DPR.docx
RUU Sudah disampaikan Presiden ke DPR.docx


RUU Dalam proses penyusunan di 
internal Pemerintah

Sudah disampaikan kepada Presiden

Proses Harmonisasi

Penyusunan di Panitia antarkementerian

RESIDU PROLEGNAS 2015 -2019

(INTERNAL PEMERINTAH )

RUU Sudah disampaikan Presiden ke DPR.docx


RUU yang belum masuk dalam proses 
penyusunan PAK/Harmonisasi 

Penyusunan konsep/penyusunan di 
internal Kementerian

Belum pernah disusun

RESIDU PROLEGNAS 2015 -2019

(INTERNAL K/L)



Terimakasih

www.bphn.go.id


